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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan delik biasa 

terhadap tindak pidana marital rape dalam Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) 

dalam perspektif hak privat perkawinan. Latar belakang penelitian ini didasarkan 

pada adanya perkembangan hukum yang mulai mengakui kekerasan seksual 

dalam perkawinan sebagai tindak pidana, yang sebelumnya belum diakomodasi 

secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Di sisi 

lain, muncul perbedaan pengaturan antara UU TPKS yang menetapkan sebagai 

delik biasa dengan KUHP baru yang mengkualifikasikannya sebagai delik aduan, 

sehingga menimbulkan problematika dalam kepastian hukum dan perlindungan 

korban. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang 

digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis 

secara kualitatif. Fokus kajian meliputi penafsiran Pasal 6 huruf (b) UU TPKS 

dalam kaitannya dengan konsep marital rape, serta kesesuaian pengaturan delik 

biasa dengan konsep hak privat dalam perkawinan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 6 huruf (b) UU TPKS secara 

gramatikal, sistematis, dan teleologis telah sesuai dengan konsep marital rape, 

karena menekankan unsur persetujuan (consent) serta mengakui adanya relasi 

kuasa dalam hubungan seksual, termasuk dalam perkawinan. Selain itu, 

pengaturan sebagai delik biasa dinilai tepat karena mempertimbangkan kondisi 

korban yang sering berada dalam posisi lemah, tertekan, dan bergantung secara 

ekonomi maupun psikologis, sehingga sulit untuk mengajukan pengaduan. 

Dengan demikian, intervensi negara melalui delik biasa menjadi bentuk 

perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap korban, tanpa mengabaikan 

prinsip hak privat dalam perkawinan. 

 

 

Kata Kunci : marital rape, delik biasa, UU TPKS, hak privat, kekerasan seksual 

dalam perkawinan. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the regulation of ordinary offenses (delik biasa) 

concerning marital rape under Article 6 letter (b) of Law Number 12 of 2022 on 

Sexual Violence Crimes (UU TPKS) from the perspective of marital privacy 

rights. The background of this research is based on the development of law 

recognizing sexual violence within marriage as a criminal act, which was 

previously not explicitly regulated under the old Criminal Code (KUHP). On the 

other hand, there is a regulatory discrepancy between the UU TPKS, which 

classifies it as an ordinary offense, and the new Criminal Code, which categorizes 

it as a complaint-based offense (delik aduan), thus creating issues related to legal 

certainty and victim protection. 

This research is a normative juridical study employing statutory and 

conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, 

and tertiary sources, which are analyzed qualitatively. The focus of this study 

includes the interpretation of Article 6 letter (b) of the UU TPKS in relation to the 

concept of marital rape, as well as the suitability of its classification as an 

ordinary offense within the framework of marital privacy rights. 

The results show that Article 6 letter (b) of the UU TPKS, through 

grammatical, systematic, and teleological interpretation, is consistent with the 

concept of marital rape, as it emphasizes the element of consent and 

acknowledges the existence of power relations in sexual interactions, including 

within marriage. Furthermore, its classification as an ordinary offense is 

considered appropriate, given that victims are often in vulnerable positions, 

facing pressure and economic or psychological dependency, which hinder them 

from filing complaints. Therefore, state intervention through ordinary offenses 

serves as a more effective form of legal protection for victims, without neglecting 

the principle of marital privacy. 

 

 

Keywords: marital rape, ordinary offense, UU TPKS, marital privacy, sexual 

violence in marriage. 
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